
 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  

NOMOR 20 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  

NOMOR 133 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk penanganan pasca bencana longsor di 

Ponorogo dan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendesak 

lainnya serta untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) dan Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah 

Daerah (DPPA-SKPD);     

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 133 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2017; 

 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan 

Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang 

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 

(Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);  

 

 

2. Undang-Undang  



- 2 - 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara RepublikIndonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

 
 

11. Undang-Undang 
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11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5280); 

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5430); 

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

5495); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ); 

18. Peraturan 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5372);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

23. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 

148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum; 

 
 
 

24. Peraturan 
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24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 

tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa 

Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 

Nomor 1 Seri E); 

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);  

33. Peraturan 
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33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 

2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11) 

sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 15 tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri B, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 

36); 

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 

2014 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 10 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 46) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Nomor 12 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 

61); 

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 

48); 

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 63); 

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi 

Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa 

Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 

Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Nomor 67); 

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2016 Nomor 3 Seri A); 

39. Peraturan 
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39. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 133 TAHUN 

2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 

2017. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur 

Nomor 133 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 133 Seri E) 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 

Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

      

Pasal 2A 

 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan           

dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan 

Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) dan Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPPA-

SKPD). 

 

2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran 

III dan Lampiran IV, diubah sebagai berikut:  

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2017, pada: 

1) Kode Rekening 5.1.4.01 Belanja Hibah kepada 

Pemerintah Pusat Rp 112.650.000.000,00 diubah 

sehingga berbunyi Rp 115.559.640.000,00; 

 

 

3.2) Kode 
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2) Kode Rekening 5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial kepada 

Anggota Masyarakat Rp 10.000.000.000,00 diubah 

sehingga berbunyi Rp 11.462.600.000,00;.329.536.600. 

3) Kode Rekening 5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga                

Rp 100.000.000.000,00 diubah sehingga berbunyi        

Rp 95.627.760.000,00; 

4) Kode Rekening 5.2.1 Belanja Pegawai                            

Rp 651.596.262.614,00 diubah sehingga berbunyi               

Rp 651.709.222.614,00; 

5) Kode Rekening 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa               

Rp 6.308.768.624.359,00 diubah sehingga berbunyi     

Rp 6.157.999.904.659,00; dan 

6) Kode Rekening 5.2.3 Belanja Modal                                

Rp 2.639.437.686.978,00 diubah sehingga berbunyi              

Rp 2.790.093.446.678,00. 

b. Lampiran II Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2017 menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, 

Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan, pada Kode Rekening: 

1) 1.01 0100 Dinas Pendidikan; 

2) 1.03 0300 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Pemukiman dan Cipta Karya; 

3) 3.03  0105 Biro Administrasi Sumber Daya Alam; dan 

4) 3.07 0300 Badan  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(PPKD). 

c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran 

Alokasi Hibah Yang Diterima pada Kode Rekening 

5.1.4.01.01 Pemerintah Pusat. 

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran 

Alokasi Bantuan Sosial Yang Diterima pada Kode Rekening 

5.1.5.03.01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota 

Masyarakat. 

e. Rincian Lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a 

sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

 

 

 

Pasal II 
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Pasal II 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

  

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal   28 April 2017     

               

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

Dr. H. SOEKARWO 
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Diundangkan di  Surabaya 

Pada tanggal  28 April 2017 

an. SEKRETARIS DAERAH  

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19640319 198903 1 001 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 20 SERI E. 

 


